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PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 35 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BERUPA TANGGAP DARURAT 

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 DI KOTA PROBOLINGGO 

 

 
Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

telah memasuki wilayah Kota Probolinggo, untuk menghindari 

resiko penularan yang cenderung meningkat dari waktu ke 

waktu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian 

material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek 

sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu 

dilakukan penanggulangan secara cepat dan akurat;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, maka perlu menetapkan Status Keadaan Darurat 

Berupa Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan 

Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Kota Probolinggo, yang ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota. 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 46322); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018     

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 

Nomor 5); 

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak 

Terduga untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka 

Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease (Berita Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2020 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS 

KEADAAN DARURAT BERUPA TANGGAP DARURAT DALAM 

RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) DI KOTA PROBOLINGGO.  
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Pasal 1 

(1) Penetapan Status Keadaan Darurat Berupa Tanggap Darurat adalah dalam 

rangka penanggulangan bencana non alam dan percepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

(2) Penetapan Status Keadaan Darurat Berupa Tanggap Darurat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan berakhirnya Status 

Keadaan Darurat. 

 

Pasal 2 

Penetapan Kota Probolinggo dalam Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam 

dan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 15 

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja 

Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Dalam Rangka Penanggulangan Bencana 

Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase menjadi satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Walikota ini, dengan 

mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai bencana nasional. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

        Ditetapkan di Probolinggo 

        Pada tanggal  14 April 2020 

      WALIKOTA PROBOLINGGO, 

        Ttd, 

             HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di  Probolinggo 

pada tanggal  14 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 35 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 
NIP. 19680108 199403 2 014 


